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A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh

kesimpulan bahwa:

1.

Collaborative governance dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kecamatan Tanah Abang sudah cukup baik. Penilaian
tersebut sebagaimana telah dijelaskan bahwa dilakukan dengan mengacu pada
dimensi collaborative governance yang dikemukakan oleh Ratner (2012) yang
mencakup dimensi stakeholder representation, distribution of authority, dan
accountability mechanism. Berdasarkan dimensi stakeholder representation,
pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tanah Abang telah melibatkan aktor
pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan forumnya, pelibatan dalam
pengambilan keputusan juga dilakukan oleh aktor pemerintah dengan
melibatkan masyarakat terkait misalnya ketua RW atau pemberi usulan
pembangunan. Diskusi terbuka serta tidak adanya salah satu unsur aktor yang
mendominasi didalam forum memberikan dampak positif terhadap dinamika
serta hubungan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam Musrenbang di
Kecamatan Tanah Abang. Sehingga hal ini dapat memberikan harapan terbaik
atas eksekusi dari perencanaan yang dirumuskan secara bersama-sama.
Berkaitan dengan dimensi distribution of authority, diperoleh kesimpulan
bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tanah Abang,
pembagian kewenangan serta peran masing-masing pemangku kepentingan
telah diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dikatakan juga
sebagai inisiator dalam proses kolaborasi ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya
pedoman teknis pelaksanaan Musrenbang pada lingkup kecamatan yang
diterbitkan oleh Pemprov untuk dijadikan acuan dalam implementasi para aktor
di kecamatan. Dalam pelaksanaannya, pembagian kewenangan dan peran yang

telah dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan telah dijalankan
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sebagaimana mestinya. Di mana, unsur masyarakat memiliki peran sebagai
pemberi usulan pembangunan, sedangkan pemerintah kecamatan sebagai
pengakomodir usulan pembangunan. Sedangkan berkaitan dengan dimensi
accountability mechanism, diperoleh kesimpulan bahwa sistem akuntabilitas
dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tanah Abang telah
dilaksanakan secara baik. Mekanisme akuntabilitas yang ada dilakukan dengan
memanfaatkan sistem website yaitu E-Musrenbang, serta melalui database
yang dikelola oleh aktor pemerintah yaitu Lurah dan Camat terhadap
pengakomodiran usulan dilakukan oleh masing-masing aktor yang dapat
diakses oleh aktor yang lainnya.

2. Terdapat beberapa kendala dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kecamatan Tanah Abang. Pada dimensi stakeholder
representation adalah adanya keterbatasan pelibatan aktor dalam lapisan
masyarakat dan tidak semua aktor yang terlibat langsung dalam forum
Musrenbang memiliki pengetahuan umum tentang eksistensi forum
Musrenbang. Pada dimensi distribution of authority, kendalanya adalah adanya
keterbatasan kemampuan teknis dalam pengakomodiran suatu usulan,
keterbatasan ruang lingkup usulan yang dapat diakomodir oleh pemerintah, dan
adanya ketidaksesuaian template usulan pembangunan denga kondisi di
masyarakat. Sedangkan pada dimensi mekanisme akuntabilitas, adanya
kualitas realisasi usulan fisik pembangunan yang dinilai kurang memadai serta
inkonsistensi waktu pengakomodiran usulan yang mana disebabkan karena
keputusan final atas pengakomodiran usulan tidak hanya sampai pada tingkat
Musrenbang kecamatan, tetapi pada tingkat selanjutnya yaitu Musrenbang

tingkat kota dan provinsi.
B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan sebagai upaya perbaikan sekaligus
pengembangan pelaksanaan Musrenbang di  Kecamatan Tanah dengan

mempertimbangkan hasil penelitian yang telah diperoleh antara lain:
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1.

Pihak Kecamatan Tanah Abang perlu membuka akses kepada masyarakat
secara menyeluruh agar dapat mengikuti forum Musrenbang di Kecamatan
Tanah Abang baik pada pelaksanaan sidang kelompok maupun Musrenbang
kecamatan.

Pihak Kecamatan Tanah Abang maupun kelurahan-kelurahan yang ada
didalamnya dapat melibatkan aktor dari sektor swasta dan akademisi dalam
pelaksanaan Musrenbang. Tujuannya adalah agar dapat memperoleh rumusan
perencanaan yang dapat menjangkau seluruh aspek dalam masyarakat
sekaligus dapat menjadi solusi atas keterbatasan kapasitas pemerintah dalam
mengakomodir usulan.

Pihak Kecamatan Tanah Abang perlu melakukan monitoring serta update data
usulan dalam sistem E-Musrenbang dan berkoordinasi dengan para lurah
sebagai satuan kerja paling dekat dengan masyarakat terkait hasil dari
Musrenbang tingkat kota. Tujuannya agar tidak adanya misinformasi dan
kesalahpahaman yang diterima oleh masyarkaat tentang informasi

penindaklanjutan usulan.
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